BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA SALATIGA NO 0441/Pdt.G/2009/PA.SAL DI PENGADI LAN
AGAMA SALATIGA TENTANG PEMBERIAN MUT'AH DALAM CERAI

TALAK

A. Analisis Proses Penyelesaian Perkara No 0441/Pdt.G/2009/PAl.Sdi

Pengadilan Agama Salatiga

Proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agamatigdal pada

dasarnya adalah menggunakan tata cara sebagairmagadypakai di dalam

hukum acara yang berlaku di dalam lingkungan pefgadimum, yaitu

menurut tahap-tahap penerimaan perkara.

1.

2.

Pemeriksaan

Perdamaian

Replik (tanggapan penggugat terhadap jawaban tatgug
Duplik (tanggapan tergugat)

Pembuktian dari tergugat

Kesimpulan

Putusan

Proses di atas telah sesuai dengan ketentuan hy&ogditentukan

dalam pasal 54 UU No. 7 tahun 1989, yang berbuefagai berikut :

"Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalagkulingan Peradilan

Agama adalah, hukum acara perdata yang berlakimndadgkungan Peradilan

Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus daladang-undang ini".
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Menurut pasal di atas hukum acara Peradilan Agaeilarang
bersumber (garis besarnya) pada 2 peraturan, yéliuyang terdapat dalam
UU No. 7 tahun 1989 yang diamandemen UU No.3 t&@06, dan (2) yang
berlaku di lingkungan Peradilan Umum. Oleh sebabniengenai putusan
perkara No 0441/Pdt.G/2009/PA.Sal di Pengadilannmey&alatiga, dimana
hakim dalam melaksanakan proses penyelesaian petdédah sesuai dengan
koridor-koridor hukum yang ada di Indonesia, sepatla dasarnya dapatlah
dikatakan bahwa di Indonesia terdapat tiga sisteruimm yaitu : sistem
hukum adat, sistem hukum Islam dan sistem hukunatbaang dalam
perkembangan sistem hukum ini telah menjadi bahau alam hukum
Indonesid.

Kaitannya dengan putusan perkara No 0441/Pdt.G/P@0Sal di
Pengadilan Agama Salatiga dalam hal ini telah mietsberapa tahap yaitu :
1. Tahap penerimaan perkara
2. Tahap pemeriksaan hingga upaya pembuktian
3. Tahap putusan

Mengenai tahap-tahap tersebut lebih jelasnya akamaiklan sebagai
berikut :

1. Tahap Penerimaan Perkara
Dalam tahap ini melalui beberapa meja, yaitu mejadja Il dan
meja lll, meja tersebut merupakan kelompok pelaksanteknis yang

harus dilalui oleh suatu perkara di Pengadilan Amarmulai dari

! Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,
2003, him. 21.
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pemeriksaan sampai perkara tersebut diselesaikzalam penerimaan

perkara ini secara garis besar adalah meliputi :

a. Menerima gugatan.

b. Membuat surat kuasa untuk membayar (SKUM) dan nrahkannya
kepada calon pemohon/ penggugat.

c. Menyerahkan kembali kepada calon penggugat/ pemohon

d. Kemudian menaksir biaya perkara sebagaimana pasafIR.

Penerimaan perkara di Pengadilan Agama secaraukeiseh garis
besarnya meliputi :

a. Perkara permohonan.
b. Perkara gugatan.

c. Perkara banding.

d. Perkara kasasi.

e. Perkara PK.

Selanjutnya yang perlu diperhatikan dalam penemmpéarkara
tersebut di atas adalah memberi penjelasan-peafelgang dianggap
perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan, wegitta dalam
memberi penjelasan, hendaknya dihindarkan dialafpgi yang tidak
perlu di dalam meja.

Tahap Pemeriksaan Hingga Upaya Pembuktian.

him. 5.

% Abdul Manan dkk, Proses Penyelesaian Perkara di PA, Jakarta : CV Mita Sarana, 1996,

* Ibid. him. 6.
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Setelah surat gugatan didaftarkan pada tanggalii62D09; dan
ditetapkan hari sidangnya, Pengadilan Agama Salatiglai memeriksa
Perkara No 0441/Pdt.G/2009/PA.Sal. Setelah pergatamibuka, majlis
hakim menyatakan persidangan ini terbuka untuk uympara pihak yang
berperkara yaitu penggugat yang bernama KiswantoNgjadi Suyono
dan tergugat Ana Kusmawati Binti Suyoto. Masingimgshadir di
persidangan, maka majlis hakim menganjurkan damizra pihak yang
berperkara, sebab bagaimanapun juga bahwa anjueanaidpada
permulaan sidang adalah bersifat mutlak atau veligixukan. Akan tetapi
usaha tersebut tidak berhasil, maka kemudian sidangtakan tertutup
untuk umum dan dilanjutkan dengan membacakan sparajgugat yang
isinya dipertahankan oleh penggugat, kemudian snagkim mengajukan
pertanyaan-pertanyaan kepada penggugat yang padaidiminta untuk
menjelaskan perkara yang diajukan tersebut.

Sidang berikutnya, dilanjutkan dengan argumen @egat secara
lisan yang isinya antara lain termohon selalu meggap permohon
berbuat negatif, termohon selalu berani pada pemohmmgga sering
mengucapkan kata-kata kasar, termohon tidak megghgremohon,
termohon selalu mengancam pemohon akan bunuhtetimohon pernah
marah-marah sampai memecahkan cermin kaca di rusramphon selalu
memanfaatkan materi atau barang-barang berharg& mémohon,
termohon tidak pernah ada respon yang baik padaipam bahwa sejak

seringnya terjadi perselisihan atau pertengkararsebeit akhirnya
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pemohon disuruh pergi pulang ke rumah orang tuassmdiri oleh
termohon pada pertengahan disuruh pergi ke pulanguknah orang
tuanya sendiri, termohon tidak pernah komunikagakaya suami istri
selama 3 bulan, bahwa atas perbuatan termohorbtérseka pemohon
menderita lahir dan batin dalam kehidupan berunaaigga, sehingga
sudah tidak layak rumah tangga tersebut untuk @ipankan.

Sidang berikutnya, dilanjutkan dengan tanggapagutgt secara
lisan yang isinya antara lain membenarkan sebagiatil-dalil
permohonan pemohon dan membantah selebihnya. Adagmgndibantah
adalah bahwa tidak benar Termohon telah mengusmoRen dari
kediaman bersama yang benar pemohon pulang sendan bahwa
terhadap permohonan cerai pemohon, termohon keber&arena
Termohon masih ingin mempertahankan rumah tanggaitma pemohon.

Sidang berikutnya dilanjutkan dengan pembuktiank bdari
penggugat dan tanggapan tergugat terhadap bukiii-beka dihadirkan
saksi-saksi keluarga dari masing-masing pihak, meaighal ini secara
teknis telah penulis paparkan pada bab Ill, prasetelah sesuai dengan
hadits Nabi yang berbunyi :

LR e (eilly el e A

Artinya  : "Keterangan (bukti) itu atas penggugat, sedangkamsh
atas orang yang mengingkaf".

* lbnu Hajar Al Asqalany, Bulughul Maram, Manadillah Al Ahkam, Bandung : al-
Ma'arif, t.t, him. 291.
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Dalam perkara ini hakim senantiasa memberikan pegan serta
berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk téakerai, usaha
mendamaikan ini tak hanya pada sidang pertama naemus dilakukan
pada setiap sidang pemeriksaan sebagaimana pasall 3o. 1 tahun
1974. akan tetapi penggugat bersikeras untuk tetempertahankan
gugatannya, sehingga pada tahap selanjutnya diterusengan putusan
hakim.

. Tahap Pelaksanaan Putusan

Setelah majlis hakim menerima dan memeriksa peitena talak,
maka majlis hakim bermusyawarah serta memutuskiawdaberdasarkan
fakta-fakta hukum tersebut diatas telah terbukinab tangga antara
Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit dirdwuridarena sering
diawarnai perselisihan dan pertengkaran terus msngang disebabkan
sikap Termohon yang tidak menghargai Pemohon selsagai dengan
sering mengeluarkan kata-kata kasar, puncakny& Sefaulan yang lalu
antara pemohon dengan Termohon telah berpisahettam #u pula antara
Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikagj paik layaknya
suami istri. Oleh karena rumah tangga pemohon eamohon telah nyata
pecah maka apabila perkawinan antara Pemohon damofien tersebut
tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan meathlgang lebih
besar bagi kedua belah pihak atau salah satu eldugkya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka opeman

Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan ijirad@pPemohon
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untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dihadajpamg Pengadilan
Agama

Karena faktapun tidak terbukti sebagai istri yangyuz, maka

kepada pemohon perlu dibebani untuk memberikan :

a. Mut’ah beruap uang sebesar Rp. 500.000 (lima radtusrupiah)

b. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000 (satu jutamypia

c. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 221.000gthisadua puluh
satu ribu rupiah) kepada pemohon

Putusan Perkara No 0441/Pdt.G/2009/PA.Sal, adapht tdan
sejalan dengan proses hukum yang berlaku.

Putusan perkara ini adalah putusan akhir yang meyapu
kekuatan eksekutorial, dan bersifat contradiktamjnya bahwa dalam
pemeriksaan ini dilalui dengan cara jawab menjasedara timbal balik
dengan kata lain bahwa dalam pemeriksaan ini iedeadog langsung
dalam bentuk replik dan duplik. Adapun yang membkekuatan
eksekutorial pada putusan hakim adalah kepala aouityeng berbunyi :

"Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

Putusan ini mengabulkan gugatan untuk sebagian noamolak
selebihnya, dengan mengabulkan untuk gugat ceraunamenolak hak
hadhanah untuk diberikan kepada penggugat dan guins merupakan

putusan akhir.

259.

> Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada PA, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000, him.



65

Sesuai dengan pemeriksaan perkara di Pengadilama§alatiga.
Dalam sejarah peradilan Islam seperti dimasa R#auludan para
sahabatpun, pemeriksaan perkara juga dilakukanmogls hakim sebab
hal itu akan lebih menjamin kecermatan dan wujudkgadilan® Oleh
karena itu, setelah dirasa cukup dalam proses jesaan dalam Perkara
No 0441/Pdt.G/2009/PA.Sal, maka hakim wajib meimjkéun putusannya
dengan segera dan tidak dibenarkan menunda-nuntulesapu tersebut
tanpa alasan yang dibenarkan Undang-undang.

Dalam perkara ini hakim telah menerapkan putusangate
sebenar-benarnya dan tidak menyalahi aturan pengAagiadangan yang
berlaku.

B. Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Pengadilan Agam&alatiga dalam
Menjatuhkan Putusan Perkara No 0441/Pdt.G/2009/PA& di Pengadilan

Agama Salatiga

Dasar pertimbangan yang diberikan pihak pengadildaam
memutuskan perkara No 0441/Pdt.G/2009/PA.Sal dig&ditan Agama

Salatiga berdasarkan Hadits

talak itu ada dalam kekuasaan suami
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terskatas, maka
permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan merabeijin kepada

Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohibaddpan sidang

® Roihan dan A. Rasyid, op cit, him. 121.
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Pengadilan Agama Salatiga, setelah putusan ini mey#p kekuatan hukum
tetap.

Pada dasarnysuami adalah yang memiliki hak talak dan yang derha
menjatuhkannya. Oleh karena itu bersifat menghkangkatan perkawinan,
maka talak tidak mungkin terwujud kecuali setelayata adanya akad
perkawinan yang sah, sebagaimana sabda Nabi:

@ Y o dl Jou)y JB:JE e b o) s e

w}@,ﬁﬁ\o\)))&qu\&cY}cﬁmY\

(S

Jabir ra. berkata: Rasulullah saw. bersabda tid#k talak kecuali
sesudah nikah dan tidak ada memerdekakan budakalkesgrtelah
dimiliki. (HR. Abu Ya’'la dan dibenarkan oleh Hakim)

Sedangkan putusan hukum terhadap pembayaran nmul€ahsuami
kepada istri membutuhkan menjadi dasar hakim adadsimohon telah
bersikap tidak terbukti sebagai istri yang nusynaka kepada pemohon perlu
dibebani untuk memberikan mut’ah dan nafkah iddabagaimana ketentuan
pasal 149 huruf b vide pasal 152 dan pasal 159 Kasigiukum Islam yang
besarnya didasarkan pada kelayakan dan kemampuaohBe sebagai
seorang utuh yaitu sebagaimana dalam amar putisanah ini.

Hal ini sesuai dengan penjelasan yang terdapatldind Kompilasi
Hukum Islam pada Buku | Bab | Pasal 1 huruf (j):

Mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada istnigytelah
dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya.

" Ahmad Sunarto, Terjemah Bulughul Maram, Jakarta: Pustaka Amani, 1996, terj. karya
Ibnu Hajar al Asqgalani, Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, Darul lhya, Indonesia, t.t., him. 433.
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Pemberian ini terjadi setelah dijatuhi talak, itogaa’da dukhul Hal
ini dijelaskan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukistam Buku I:

Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrifyak berupa
uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qdolehul®

C. Analisis Hukum Islam tentang Pemberian Mut'ah Dalam Talak Cerai

Pada Putusan Perkara No. No 0441/Pdt.G/2009/PA.Sal

Mut'ah adalah pemberian suami kepada istri yangerdikannya
sebagai kompensasHal ini sesuai dengan penjelasan yang terdapdsldm
Kompilasi Hukum Islam pada Buku | Bab | Pasal 1tgpya

Mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada istng yeelah

dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya

Walaupun demikian, yang perlu diperhatikan adalamigerian ini
terjadi setelah dijatuhi talak, ituptra’da dukhul Hal ini dijelaskan pasal 149
ayat (a) Kompilasi Hukum Islam Buku I:

Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrimak berupa
uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut ghikaul

Sebagaimana diketahui bahwa mut’ah adalah pembbkekas suami
kepada istrinya yang dijatuhi talak berupa benda atin dan lainnya, maka
mut'ah tersebut dapat menjadi wajib dan dapat pméajadi sunnat. Mut'ah
wajib diberikan oleh bekas suami dengan syaratnbelitetapkannya mahar

bagi istri ba’da al- dukhul dan perceraian yangatiratas kehendak suaffi.

® Ibid, him. 335

° Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Predana Media, 2006,
him. 301

% lihat pasal 158 Kompilasi hukum Islam. Mut’ah wajib diberikan oleh bekas suami
dengan syarat: a) belum ditetapkannya mahar bagi istri ba’da al-dukhul. b) perceraian itu atas
kehendak suami.
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Dalam putusan perkara No. No 0441/Pdt.G/2009/PAnSaklajibkan
pemohon untuk membayar Mut'ah beruap uang sebegsab00.000 (lima
ratus ribu rupiah) merupakan bentuk putusan yangamihkan untuk
memberikan hadiah atau hiburan kepada termohoan&grada dasarnya dari
proses sidang termohon sebenarnya tidak mengingipkaceraian namun
karena keadaan rumah tangga tidak harmonis lagarhakim memutuskan
perkawinan demi kebaikan bersama.

Berdasarkan semua pertimbangan di atas, makapkteth putusan
perkara No. No 0441/Pdt.G/2009/PA.Sal tentang rhut'dengan tetap
memperhatikan kaidah-kaidah yang menjadi pijakaa plama dalam hal ini.
Dalam hal ini, hakim boleh menentukan kadar jumihanta untuk nafkah
mut'ah. Selain itu hakim juga berwenang untuk memimpéangan hal-hal
yang berkaitan dengan penjatuhan talak tersebpgytsé&emungkinan adanya
penggunaan hak mut'ah ini secara tidak benar daakpstri, di samping hal-
hal yang telah disebutkan.

Dasar kewajiban memberikan mut’ah ini — sebagaimdijelaskan
allah dalam surat Al-Bagarah ayat 236:

D4 ) sk il 5 51 2l s S 2l ) 280 G5

B 87738 S o 8% gyl o (b AT iy

(Y71 25 ) il o i 3l

Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamua jKamu
menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampungda mereka dan
sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklatu kserikan
suatu mut’ah (pemberian) kepada mereka. Orang gaargpu menurut

kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemamgaa(pula),
yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demiki@n merupakan
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ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikdn(8l Bagarah:
236).1

Menurut Maraghi katanatti'i hunna:berilah wanita-wanita itu mut'ah
(kesenangan), yaitu selembar baju dan tutup kegmta selimut (yang bisa
dipergunakan untuk berselimut dari kepala samtepad kaki)™*

Dan beri mut'ahlah mereka ifu yaitu berilah sesuatu yang dapat
menyenangkan hati mereka menurut keadaan suami ry@mgeraikan itu,
seperti tersebut dalam sambungan ayat ini, ya#&s arang yang mampu
menurut kadar kemampuannya dan atas orang yangnmms&nurut kadar
kemiskinannya. Menurut zahir ayat ini wajib membayatahitu.*®

Allah menjadikan mut’ah (penghibur) sebagai kewajilbagi orang
yang hendak memperlakukan istri yang ditalaknyagdenperlakuan yang
baik, dimana pemberian tersebut disesuaikan dekgadaan adat istiadat
setempat. Pemberian ini diwajibkan atas lelaki Harus diberikan kepada
istri yang ia talak dalam keadaan belum ia setulsehia belum ditentukan
pula maharnya sebagaimana yang telah disebutklda pgat yang telah
lalu*

Menurut mazhab Malik sebagaimana yang diriwayatkbo Ubaid
dan Qadi Syuraih dan lain-lain, pembayaranut’ah itu adalah sunah,
berdasarkan firman Allah pada akhir ayat ini ydisgbagai suatu kewajiban

atas orang yang berbuat kebajikanBagi mereka, andai kata wajib

! Soenarjo, dkkep. cit, him. 43.

> Ahmad Musthafa al Maraghi, Terjemahan Tafsir al Maraghi, Semarang: Toha Putra,
1989, him. 32

B Syekah Abdul Halim Hasan, Tafsir Al-Ahkam, Jakarta: Kencana, 2006, him. 145

" Ahmad Musthafa Al-Maraghy, op.cit., 364-365
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membayar mut’ah ini tentulah tidak terbatas pada orang yang berbuat
kebajikan saja, melainkan untuk sekalian or&ng.

Menurut Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Hasan Al-Basri, Aldnishag dan
salah satu dargaul Syafi'i, wajib untuk perempuan yang ditalak sebelum
dicampuri dan sebelum ditetapkan maharnya, karemempuan yang telah
ditetapkan maharnya tapi belum lagi dicampuri, vajibayar separuh dari
maharnya itu dan tidak wajib membayaunt'amya*®

Menurut Said bin Musayyab, hanya yang wajib dibayat’'ah itu
untuk semua perempuan yang ditalak tapi belum dagaimpuri, baik yang
sesudah ditetapkan maharnya atau belum. Alasandgiha firman Allah
dalam surat Al-Ahzab ayat 49 yang telah diteranglatas. Selanjutnya
masih menurut Said yang menerangkan surat Al-Alitzatelah dhasakhkan
dengan surat Al-Bagarah. Pada surat Al-Ahzab digkan bahwa
pembayaramut’ah bagi umumnya sekalian perempuan yang ditalak teslep
apakah mereka sudah dicampuri atau belum, telatagkan maharnya atau
belum, sedang surat Al-Bagarah menerangkan kewaijingh’ahitu hanya
untuk diserahkan kepada perempuan yang belum digardpan belum lagi
ditetapkan maharny4.

Sebab itu menurut mayoritas ulama, bahwat'ah itu hanya wajib
dibayar kepada perempuan yang belum dicampuri éanrblagi ditetapkan

maharnya. Alasannya ialah, pertama, perempuan yhiadpk dan telah

B Syekah Abdul Halim Hasan, op.cit., him. 145
*° Ibid, him. 146
Y Ibid., him. 147
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dicampuri dan telah ditetapkan pada maharnya, lahjilnaharnya bayar
penuh. Kedua, perempuan yang ditalak sebelum digamgan telah

ditetapkan maharnya, wajiblah dibayar seperdua mghaKetiga perempuan
yang ditalak dan telah dicampurti sebelum ditetapkaaharnya, wajib
menerima mahar misil. Demikian keterangan Ibnu Udaer Mujtahid. Ulama
juga sepakat untuk menyatakan, “Perempuan yanigklis@belum dicampuri
dan sebelum ditetapkan maharnya, hanya wajib ditrayiahnyasaja'®

Sebagaimana diketahui bahwa secara syarak tald&hakdak suami,
dan bahwa undang-undang yang berlaku tidak mengkemupemberian
mut'ah kepada istri yang dicerai setelah digaulielainkan dia hanya
mendapatkan mahar secara penuh dan nafkah selas@ idt@h. Adapun
mut'ah maka ia hanya sebatas anjuran dan pengaditiak berhak
menetapkannya sebagai kewajiban.

Namun, pada zaman ini, rasa tanggung jawab telamua@ dan
hilang, terutama antara suami istri ketika tali kpgrinan mereka putus.
Sehingga istri yang telah dicerai memerlukan bantoeteril yang lebih
banyak dari nafkah iddah untuk membantunya dalamgheedapi pengaruh
negatif dari perceraian. Mut'ah ini dapat membamringankan persoalan
tersebut dan dalam waktu yang sama mencegah orang-ountuk
menjatuhkan talak dengan tergesa-gesa. Dasar dasyariatan mut’ah ini
adalah untuk menghibur perasaan istri yang dic€&an menghibur hatinya

adalah salah satu bentuk tanggung jawab yang dikamjwleh syariat

8 Ibid., him. 147
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Besarnya mut'ah yang diputuskan hakim yaitu sebBgar500.000
(lima ratus ribu rupiah) menjadikan perbedanaaa filengkaji pendapat para
ulama’ maupun kompilasi hukum Islam.

A e 48 ) e A

Berilah wanita-wanita yang kalian talak sebagiami diarta kalian
sesuai dengan kemampuan (kekayaan) yang ada phaia. Kzalam hal ini
Allah SWT tidak menentukan jumlah atau ukuran y&etgp. Tetapi hal ini
diserahkan kepaddtihad masing-masing, sebab hanya ia sendiri yang
mengetahui kemampuan harta benda yang ia milikinyblasaja syariat
menganjurkan agar kalian berlaku bijaksana terhadsgreka dengan
melebihkan pemberian sebagai penghibur hati merdda pengganti
kesusahan yang menimpa mereka

Kata matd’ (mut'ah) dan haggan (kewajiban) dalanat ayi atas
merupakan bentuk maf’ul mutlag yang berfungsi sabpgnguat. Selain itu,
keumuman ayat di atas mengisyaratkan ketidakbolem@mgkhususkan
hukum yang dikandungnya kecuali dengan suatu déibmuman ayat ini
pun menunjukkan keumuman cakupan hukumnya padapsé&tiri yang
dicerai, baik talak jatuh sebelum istri digauli @mta setelahnya, dan baik
maharnya telah ditentukan ataupun belum. Sedangkahur (mayoritas)
ulama berpendapat bahwa hal itu merupakan anjajankarena mewajibkan
mut’ah itu membutuhkan suatu perintah yang tergeigs).

Hikmah disyariatkannya mut'ah adalah sebagai beriknahwa

mentalak istri yang belum, disetubuhi merupakan gpsraan atas
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kehormatannya. Orang akan penduga bahwa suamiadgk sekali-kali
mentalaknya melainkan karena adanya cacat padgaliatau akhlaknya, dan
jilka suaminya telah memberikan mut'ah kepadanyakamakan lenyaplah
dugaan ini, serta merupakan bukti bahwa talak betseerjadi atas keinginan
pihak suami dan bukan dari pihak istri atau kalstrnya mempunyai cacat.
Dengan demikian ia masih tetap mempunyai kehornmagdarpamor yang baik
di mata masyarakat serta mereka akan memngatakiam ‘telah memberikan
fulahanah sebanyak sekian. la tidak mentalaknyaimeln adanya udzur dan
bukan karena adanya cacat pada istrinya. Sebakngakui semua kebaikan
yang ada pada istrinya.” Dengan demikian maka pearbetersebut
merupakan obat pelipur lara dan penutup dirinya dama malu akibat
talak!®

Ada suatu riwayat yang menceritakan cucu rasul yeig Al-Hasan
As-Sibth, bahwa ia memberi mut'ah kepada salahasepristrinya yang
ditalak dengan uang sebanyak sepuluh ribu dirhdrimgga istrinya berkata,
“harta benda sedikit sebagai kenang-kenangan seiegpi yang berpisaf?

Mut'ah Sunnat diberikan oleh bekas suami tanpaasygang telah
ditetapkan pada pasal 158. Artinya, Mut'ah Sunmtiah pemberian bekas
suami kepada istrinya tanpa syarat, dan merupakamb@rian semaftd.

Besarnya mut'ah tersebut, baik yang wajib maupurgysunnat disesuaikan

¥ Ahmad Musthafa Al-Maraghy, op.cit., him. 365

“Ibid., him. 365-366

! lihat pula pasal 159 Kompilasi hukum Islam. Mut’ah sunnat diberikan oleh bekas
suami tanpa syarat yang tersebut pada pasal 158
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dengan kepatutan dan kemampuan sami.

Menurut Hasan dan Atha’ sebagaimana di kutip olesu¥ Qardhawi
Al-Quran tidak memberi batasan tentang mut'ah itetapi hanya
menetapkan menurut “yang ma’ruf’. Batasan yang ufiadisini ialah yang
dianggap layak oleh fitrah yang sehat, diakui oletuf (kebajikan) yang
matang, serta diredhai oleh ahli ilmu dan agamrakéngadilan Agama .
Dengan begitu, besarnya mut’ah ini berbeda-bedaurmaenzaman dan
lingkungannya, termasuk menurut kondisi sugthi.

Menurut Syafi’i tidak ada satu ketetapan berapalghrmut’ah yang
mesti dibayar itu, tapi cukuplah jika pembayaran dapat menghibur dan
menyenangkan hatinya. Menurut Abu hanifah, jikajatkr perselisihan
mengenai pembayaran mutah, maka wajiblah dibayzerrske mahar misil.
Jangan kurang dari lima dirham, karena menurut Mamifah, mahar itu
sekurang-kurangnya 10 dirham. Menurut riwayat AlathiRan bin Auf bahwa
ia telah menceraikan istrinya dan diberinyat'ah seorang budak hitam.
Hasan bin Ali memberi kepada istri yang diceraifi@adirham, maka berkata
perempuan itu, “Pemberian yang sedikit dari kekgaitg menceraikarf*

Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pdalam menentukan
banyaknyamuth’ah itu, maka hakim dapat melakukan ijtihadnya dengan

memperhatikan keadaan suami yang mencerafRan.

2 Dapat dilihat pada pasal 160 Kompilasi hukum Islam. Besarnya mut’ah disesuaikan
dengan kepatutan dan kemampuan suami.

2 yusuf Qardhawi, Fatwa-fatwa Kontemporer lJilid 2, Jakarta: Gema Insani Press, 1995,
him. 507

24 Syekh Abdul Halim Hasan, op.cit., him. 147-148

% Ibid., him. 148
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Dari uraian di atas menurut pandangan peneliti yray dilakukan
hakim sudah sesuai dengan kaidah hukum yang ada&kaemberian mut’ah
menjadi konpensasi bagi istri, dan jumlah yang lolio&kan kepada suami
tidak melanggar, karena jika dilihat jumlah mut'@engan kurs uang
sekarang pada taraf kewajaran dan tidak melelitaisan yang menjadikan

suami tidak mampu membayar.



